
 

 
 

 
 

GUBERNUR PAPUA 
 

PERATURAN GUBERNUR PAPUA  
 

NOMOR   9   TAHUN  2014 
 

TENTANG  

 
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PENERIMAAN  KHUSUS DALAM RANGKA 

PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA  
TAHUN ANGGARAN 2014  

 
Lampiran :  2 (dua). 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR PAPUA, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua 
dan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna yang 
sebesar-besarnya, perlu ditetapkan Pedoman Pengelolaan 

Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan 
Otonomi Khusus Provinsi Papua; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua 

tentang Pedoman Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus 
Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua 

Tahun Anggaran 2014; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 

Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten 
Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2907); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi 
Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
4. Undang-Undang ......../2 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);   

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);   

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 
tentang Tata Cara Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi 

Papua; 

 
 

13. Peraturan ......./3 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

- 3 - 
 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 508) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
146); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 

Keuangan Nomor 18 Tahun 2003 dan Nomor 
160a/KMK/02/2003 tentang Penyaluran Dana Penerimaan 
Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi 

Papua; 

16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN 
PENGELOLAAN DANA PENERIMAAN  KHUSUS DALAM 

RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS PROVINSI 
PAPUA TAHUN ANGGARAN 2014. 

 
 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Papua. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua. 

3. Gubernur ialah Gubernur Papua. 

4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Papua. 

5. Dana otonomi khusus adalah penerimaaan khusus dana perimbangan bagian 
Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus. 

 

6. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang 

terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima 
dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. 

 

Pasal ......./4 
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Pasal 2 
 

(1) Pedoman Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2014,           

meliputi : 

a. Pendahuluan : umum, prinsip-prinsip pengelolaan, maksud dan tujuan, 

ruang lingkup; 

b. Arah dan Kebijakan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua 

Tahun Anggaran 2014 : alokasi dana otonomi khusus, arah pengelolaan 
dana otonomi khusus, dan kebijakan penggunaan dana otonomi khusus; 

c. Mekanisme Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua : 

perencanaan, penyaluran dan penatausahaan, pelaksanaan, 
pengendalian, monitoring, pengawasan, pergeseran, dan evaluasi 

program dan kegiatan; 

d. Penutup; 

e. Lampiran : bagan matriks Form 1-5 (untuk kabupaten/kota). 

(2)  Uraian Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal 3 
 

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Pemerintah 
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Papua. 
 

Pasal 4 
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua. 
     

 

      Ditetapkan di  Jayapura 
                                                 pada tanggal  7 April 2014                        

              
GUBERNUR PAPUA, 

CAP/TTD 

LUKAS ENEMBE, SIP, MH 
 

Diundangkan di Jayapura 
Pada tanggal  8 April 2014  

Sekretaris Daerah Provinsi Papua 
               CAP/TTD 
   T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP 

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2014 NOMOR 9 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM 
 

 
 

Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH 

 
 

 


